
 

BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 20 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang  : a. bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih 
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
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pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5074); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonsia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 
Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 

Barat Nomor 155); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 

2006 Nomor 03); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2008 Nomor 04, Tamabahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai 

Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 2014 Nomor 4); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 
Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 
Barat Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 
Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 
Tahun 2012 Nomor 05); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
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Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 

11); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 

Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 10); 

35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 

2015 Nomor 2). 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2015. 
 

Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.      83.297.356.154,48 

2. Dana Perimbangan Rp. 1.557.481.084.006,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.    420.803.901.950,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 2.061.582.342.110,48 

2. Belanja Daerah 

i. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp     409.418.404.120,99 

b) Belanja Bunga Rp.                            0,00 

c) Belanja Subsidi Rp.      15.057.468.521,00 

d) Belanja Hibah Rp.    135.017.107.100,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp.      26.593.623.853,00 

f) Belanja Bagi Hasil Rp.                            0,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan Rp.    103.686.039.698,68 

h) Belanja Tidak Terduga Rp.           869.558.418,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung     Rp.    690.642.201.711.67 

ii. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp.    267.027.671.856,00 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.    296.508.982.140,17 

c) Belanja Modal Rp.    889.662.393.448,19 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 1.453.199.047.444,36 

Total Belanja Rp. 2.143.841.249.156,03 

Surplus/(Defisit) Rp.   ( 82.258.907.045,55) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp.    146.980.542.902,21 

b. Pengeluaran Rp.        8.900.000.000,00 
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PembiayaanNeto Rp.    138.080.542.902,21 

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp.      55.821.635.856,66 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 
 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat. 

 
 

Ditetapkan di  Sendawar, 
pada tanggal 27 Juli 2016. 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 

 
         ttd 

 
                       FX. YAPAN 

Diundangkan di Sendawar, 
pada tanggal 27 Juli 2016. 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 

 
 ttd 

 
                            AMINUDDIN 
 

 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 20. 

Nama Jabatan Paraf 

Bastiar, S.H., M.Si. Kasubag Kumdang  

Jannes Hutajulu, S.H., M.Si. Kabag Hukum  

Rinatang, S.Sos. Kepala BPKAD  

Drs. Gabriel Oktavianus, MM. Ass. III  

Drs. Aminuddin, M.Si. Sekda  

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

 


